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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengaturan hukum mengenai pemungutan suara susulan pada Pilkada akibat bencana banjir telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui ketentuan yang mengatur pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara susulan apabila terjadi bencana alam atau gangguan lain yang menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan. Banjir dapat menjadi alasan hukum dilaksanakannya pemungutan suara susulan sepanjang benar-benar menghambat seluruh tahapan pemungutan suara di TPS terdampak. Oleh karena itu, pengaturan hukum tersebut berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak pilih masyarakat, dan menjaga agar pelaksanaan Pilkada tetap berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

2. Pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir dilakukan sebagai bentuk respons KPU Deli Serdang terhadap kondisi darurat yang menghambat pemungutan suara di TPS terdampak. Pelaksanaannya harus melalui tahapan identifikasi TPS terdampak, laporan berjenjang dari penyelenggara tingkat bawah, koordinasi dengan Bawaslu, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta penetapan jadwal pemungutan suara susulan. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan suara susulan bukan merupakan penyimpangan tahapan Pilkada, melainkan mekanisme hukum dan teknis untuk memastikan masyarakat terdampak banjir tetap dapat menggunakan hak pilihnya secara sah. 

3. Keabsahan hukum pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir ditentukan oleh terpenuhinya dasar hukum, kewenangan KPU Deli Serdang, prosedur penetapan penundaan, batas waktu pelaksanaan, penggunaan daftar pemilih yang sah, pengawasan oleh pihak terkait, serta dokumentasi administrasi yang lengkap. Sepanjang seluruh unsur tersebut terpenuhi, pemungutan suara susulan akibat banjir dapat dinyatakan sah secara hukum dan hasilnya dapat menjadi bagian dari rekapitulasi resmi Pilkada. Dengan demikian, pemungutan suara susulan justru memperkuat legitimasi Pilkada karena menjamin hak pilih warga yang terdampak bencana.
B. Saran
1. KPU Deli Serdang perlu memperkuat sistem mitigasi dan pemetaan TPS rawan bencana sebelum pelaksanaan Pilkada, khususnya pada wilayah yang memiliki riwayat banjir. Pemetaan tersebut penting agar KPU dapat menyiapkan lokasi TPS alternatif, jalur distribusi logistik cadangan, serta langkah cepat apabila terjadi bencana pada hari pemungutan suara. 

2. KPU Deli Serdang perlu meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu, pemerintah daerah, BPBD, aparat keamanan, PPK, PPS, dan KPPS dalam menghadapi keadaan darurat seperti banjir. Koordinasi tersebut perlu dilakukan sejak tahap persiapan agar keputusan penundaan atau pemungutan suara susulan dapat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. 

3. KPU Deli Serdang perlu memperkuat dokumentasi dan sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara susulan kepada masyarakat, peserta Pilkada, dan pihak pengawas. Dokumentasi seperti berita acara, foto kondisi TPS, laporan penyelenggara, serta keputusan resmi perlu disusun secara lengkap agar keabsahan pemungutan suara susulan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan sosialisasi diperlukan agar pemilih terdampak banjir tetap mengetahui jadwal dan prosedur penggunaan hak pilihnya.
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